
BT'PATI KOITAWE SEI.ATAIT

PROVINSI ST'I.AWESI TEIT(XiARA

PERATT'RAIT DATRAII KABI'PATEIT KOI|AWE SELATAIT

IIOilOR: Ol TAIIIIIT 2017

Menimbang

Mengingat:

TENTANG

PEMBEIYTT,KAN XECAIEA.TAIT L/IUOOSO
KABI'PATEN KOI{AWE SEI,ATA.IT

DETTGAJT RAHMAT TT'HAIT YANG UAHA ESA

BUPATI KOI{AWE SEL/ITAIT,

a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya
peninglatan pelayanan kepada masyarakat secara cspat,
tepat, efektif dan terkoordinasi serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
membentuk kecamatan baru di Kabupaten Konawe
Selatan;

b. bahwa berdasarkan aspek luas wilayah, jumlah
desa/kelurahan, jumlah penduduk maupun faktor
penduduk lainnya, maka telah terpenuhi syarat untuk
dibentuk Kecamatan la.mooso;

c. bahwa untuk memenuhi hal tersebut sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

tentang Pembentukan Kecamatan La.mooso Kabupaten
Konawe Selatan.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulavresi Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 20O3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara

Nomor 4267);

2. Undang-undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82);
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan kmbaga Negara
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O14 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
7, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Talun 2O15 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2OO0 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
Sebogai Da.erah Otonom (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 54, Tambahan kmbaran
Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2O05 tentang
Kelurahan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 159, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara

Nomor 4593);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20O8 tentang
Kecamatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun



t2.

13.

t4.

15.

16.

t7.

18.

19.

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5587);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 201O

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O15

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 32);

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 20O4

tentang Pedoman Organisasi Kecarnatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 1).
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Derrgarr Persetqiuea Bergama
DEWAIT PERWAITIL/UT RAI(YAT DA.ERAII

I(AAI'PATEIY KOITAWE AELIITAIT

dart
BI'PATI ITOITAWE SEI.ATAII

MEMUTUSKATI :

feaetapt-tr ; PEUBEITTI'KAIT XTCA.UATAIT L/\U(X)SO K.CBI'PATEIT

KOITAWE SELATA,II

BAB I
BETETTI'AJ| I'UUU

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas
Kabupaten, kmbaga Tekhnis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;

7. Kecamatan adalah Kecamatan Lamooso;

8. Camat adalah Camat Lamooso;

9. Esoloring adalah tingkat jabatan struktural;
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan selanjutnya

disingkat BAPER.TAKAT adalah badan pertimbangan jabatan dan

kepangkatan kabupaten konawe selatan;

11. Desa adalah Desa yang meliputi desa-desa pemekaran kecamatan;

12. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau

mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan l,amooso di Kabupaten

Konawe Selatan.

(.

BAB II
PEUBENTI'KAIT
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BAB III
LUAS WILAYAII, JI'ULIIH DES/T/KELURAIIAIY, JTIML/UI PENDI'DT'I(

DAil PETA WILITYAII

Pasal 3

Luas Wilayah
Kecamatan Lamooso mempunyai luas wilayah 71,69 Krn2 dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan rawa aopa kecarrratan puriala
kabupaten konawe;

b. Sebelah selatan berbatas dengan kecamatan buke;
c. Sebelah timur berbatas dengan kecamatan mowila;
d. Sebelah barat berbatas dengan kecamatan angata.

Pasal 4

Jumlah Desa/ Kelurahan
(1) Kecamatan l"amooso meliputi :

a. Desa Sandei;

b. Desa Tetasa;

c. Desa Lamooso;

d. Desa Simbangu;
e. Desa Puuroe;

f. Desa I-anggea Indah;
g. Desa Larnoeri;

h. Desa Sandarsih Jaya;
i. Desa Puunggoni;
j. Desa Mokoau;
k. Desa l.andabaro.

(2) Kecamatan Lamooso sebgaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula
merupakan bagran dari Kecamatan Angata;

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan l,amooso, maka wilayah Kecamatan

Angata dikurangi dengan wilayah Kecamatan l,amooso sebaqaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Jumlah Penduduk

Pusat Pemerintahan Kecarnatan l,amooso berada di Desa Lamooso dengan
jumlah penduduk sebesar 1 1.1 15 jiwa yang terdiri dari :

f . Laki-laki :4.266 Ji:wa1'

2. Perempuan : 4.017 Jiwa;

3. Jumlah kepala keluarga : 8.283 Jiwa.

E
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Pasal 6

Peta Wilayah
Peta wilayah kecamatan Lamooso adalah sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
IBI'KOTA ITECA.UATAIT

Pasal 7

(l) Desa yang ditetapkan menjadi Ibu kota Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada pasal 5 dapat diubah statusnya manjadi kelurahan;

(2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaiman dimaksud pada
ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BABV
XEDI'DI'I{TT TT'GTS POKOK DA.lg FUilEtSI

Pasal 8
(l) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
(2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berkedudukan

sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah keq'anya
berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten.

Pasal 9
(1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilirnpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah;
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diatas, Camat

juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyalenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegak peraturan perundang-

undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarama dan fasilitas pelayanan

umum;
e. Mengkoordinasikan penyelnggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;
f. Membina penyelanggaraan pemerintahan Desa atau Kecamatan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya yang belum dapat dilaksanakan Desa atau Kelurahan.
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BAB VI
SUAT'I| AIT ORGAICISASI

Pasal l0
(1) Susunan organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi ketentraman dan Ketertibaan;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;

f. Seksi kesej ahteraan sosial
g. Seksi Pelayanan Umum;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kecarnatan arlalah sebagaiman terl.ampir dan
merupal<arr satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan peraturan Daerah
ini.

BAB VII
URAIAIT TUGAS

Bagiaa Pertama
SEXRETARIS XECATATA,r

(1)

l2l

Pasal 11

Sekretaris Kecamatan adalah Staf;
Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan tugas sslagaiman dimaksud dalam pasal 12

peratur€rn daerah ini, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rancangan kegiatan, pengendalian dan mengawasi
pelaksanaannya;

b. Urusan Administrasi Keuangan;

c. Urusan tata Usaha, administrasi kepegawaian, perlenglapan dan rumah
tangga.

7
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Bagian Kedua
SEKSI PEUERIITTAIIAIT

Pasal 15

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dalam mempersiapkan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
pemerintah.

bahan
urLlsan

Pasal 16

Seksi Pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut
pada peraturan daerah ini mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
2. Menyusun program dibidang Pemerintahan;
3. Melaksanakan urusan Pemerintahan;
4. Melaksanakan evaluasi dan pclaporan pclaksanaan urusan pemerintahan.

Bagi.s Kettge
SEXSI XETETTRAIA,r DA,r XBTEItNBA,r

Pasal 17

(1) Seksi Ketentraman dan ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah
Kecamatan dibidang pembinaan dan Ketertiban umum;

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berada dibawah dan tanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan

Pelaporan urusan umum.

Pasal 19

Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk menyelenggarakan tugas
sebagaiman pasal 17 tersebut pada peraturan daerah ini mempunyai tugas :

1. Menyiapkan ba.l.an perumusan kebijakan dibidang Ketertiban umum;
2. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan dan ketertiban dan

ketentraman umum serta ideologi Negara dan Politik Luar Negeri;
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Pasal 14

(1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan
dibidang penyelenggaraan pemerintahan;

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin seorang kepala Seksi berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.



3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketertiban
dan ketertiban umum.

f,rglcn Kec6pet
SEKSI PEUBERDAYAAJ| TASYARAXAT DESA

Pasal 2O

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa adalah unsur Pelaksana pemerintah
Kecamatan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala Seksi
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 2 1

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu camat
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 22
Seksi Pemeberdayaan Masyarakat Desa untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana pasal 20 tersebut pada peraturan daerah ini mempunyai tugas
dan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemeberdayaan
Masyarakat Desa;

2. Men5rusun Program dan penyelenggaraan pembinan Pemberdayaan
Masyarakt Desa;

3. Melaksanakan pengedalian dan pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakt Desa;

4. Melalsanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 23

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu

menyiapkan bahan pemmusan kebijakan, pelaksanaan,

pel,aporan urusan Kesejahteraan Sosial.

Camat dalam
evaluasi dan

(

Bagiaa l(slfuna
SEKSI XESE.'AHTERAAJT SOSIAL
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Pasal 25

Seksi Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggaralan tugas sebagaimana Pasal

23 tersebut pada peraturan daerah ini mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;

2. Menyusun program pembinaan, pelayanan dan bentuan sosial;

3. Menyusun program pembinaan kepemudaan, peranan wanita, dan olah
raga..

4. Menyusun Program Pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,
kebudayaan dan kesej ahteraan masyarakt;

5. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
kesej ateraan sosial

f,rghn Keenam
SEKSI PELIIYAITflT T'TUH

Pasal 26
(l) Seksi pelayanan umum adalah unsur Pelaksanaan pemerintahan

kecamatan dibidang pembinaan pelayanan umum;
(2) Seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi berada

dibawah dan bertanggung jawsab kepada Camat.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,
pelaporan urusan pelayanan umum.

Camat dalam
evaluasi dan

umum

Bagia! IGtuJuh
XTII)IPOK JABATAI| rI'IIGSIOI|AL

Pasal 29

Kelompok jabatan fugsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi sesuai keahlian dan kebutuhan.
10
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Pasal 28
Seksi Pelayanan Umum dalam memyelenggarakan tugas sebagaiman Pasal 23

tersebut pada Peraturan Daerah ini mempunyai ntugas dan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijaknan dbidang pelayanan umum;
2. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan, pelayanan,

Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan, pelayanan kebersihan,

keindahan dan pertamanan;

4. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan, pelayanan perizinan;

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pelayanan



Pasal 30

(l) Kelompok jabatan fungsional sebagaiman dimaksud pada pasal 29

peraturan daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang

Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin

oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditetapkan oleh bupati dan
bertanggung jawab kepada camat;

(3) Jumlah Jabtan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BABVIu
PEI|GAITGXATAII DALIIT JABATAJC

Pasal 3l
(l) Pengangkatan dan pimindahan dari jabatan Camat dilakukan oleh Bupati

atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
Bapedakat, dan dari pegawai negeri Sipil yang mempunyai pengetahuan
dan menguasai teknis pelaksanaan pemerintahan serta memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengangkatan dan pemindahan dari jabatan sekretaris kecamatan, kepala
seksi dan jabatan fungsional dilakukan oleh bupati atas usul sekretaris
daerah setelah mendapat pertimbangan tertulis sari Baperjakat, serta
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yanga berlaku.

BAB TX

PEUTKSATAAI{ DALIT,U JABATAI{

Pasal 32

Dalam melal<sanakan tugas camat, para kepala seksi dan kelompok jabatan

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integritas singkronisasi, baik

dalam tingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam
pemerintahan kecamatan sesuai dengan trrgas pokok masing-masing .

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahJang|<ah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 34

Setiap satuan organisasi wajin mengikuti dan memahami petunjuk -
petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasan masing-masing serta

menyampaikan laporan berkala tepat waltunya.

BAB X
NETEI{TUA.II PERALIHAI|

BAB XI
NTIEf,TI'AI| PEITITTIIP

Pasal 36

Dengan terbentuknya peraturan daerah ini, maka :

1. Kecamatan Angata :

a. Desa Matabondu
b. Desa Kosebo;

c. Desa Puudambu;
d. Desa Pewutaa;

e. Desa Aopa;

f. Desa Angata;

g. Desa Puusanggula;
h. Desa Motaha;
i. Desa l,amiosu;
j. Desa Puao;

k. Desa Puulipu;
l. Desa Boloso;

m. Desa Mataiwoi.
n. Desa Persiapan Rawaaopa.

t2

A

Pasal 35
(1) Dengan terbentuknya kecamatan l,amooso, Roraya, l,aonti Mataloso, Laeya

Selatan, l,apuko dan Palangga Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 peraturan daerah ini maka dokumen pribadi yang mempunyai masa
berlaku dal mencantumkan nama kecamatan Angata, Tinanggea, Laeya,

Moramo, l,aonti dan Palangga tetaF berlaku sampai dengan masa
berakhirnya;

(2) Dokumen yang bersifat pengakuan sesuatu hak oleh Negara dan
mencantumkan nomenklatur Kecamatan Angata, Tinanggea, Iaeya,
Moram, [aonti dan Palangga tetap berlaku sampai dengan adanya
perubahan atas kehendak pemegalg hak dan atau adanya proses
peralihan hak.



Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku sejak Tanggal diudangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lrmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 74 fvlzi 2Ol7

B TI ELATAN

H DANCTGA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SEI.ATAN,

G M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620730 1 9890 I 100 l

Telah teregistrasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2017 Nomor ll2ol2ol7
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Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, a+ r{<.i 2Ol7

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2OI7
NOMOR....9.tr....



PEI{JTI"ASAIT

PERATURAI{ DAERAH IIABT'PATEIY KONAWE SELATAIT

ITIOUOR: Ot TAHITN2OlT

TENTANG

PEUBEITTT'KAN KECA}IATAIY L/Uf,OOSO

KABUPATEN KONAWE SEL/\TAN

I. UMUM

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan

kewenangan mengurus dan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member

pelayanana, peningkatan peran serta,prakarsa dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ralryat.

Kabupaten Konawe Selatan yang terbentuk melalui Undang-Undang

Nomor 4 tahun 2OO3 tentang pembantukan Kabupaten Konawe Selatan

do Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah ! 5.779,47 KrrP

terdiri atas 1l (sebelas) Kecamatan ditambah dengan pemekaran baru

berdasarkan perda nomor 06 tahun 2006 menjadi 22 kecanatan Telah

menunjukan kemajuan dalam penyelenggaran pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka meningkatlan pelayanan public guna mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat denga mempertimbangkan

cakupan luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah

kepundudukan, aspek sosial politik dan sosial budaya serta

memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka

pembentukan kecamatan men-rpakan suatau kebutuhan. Terbentuknya

kecamatan baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelalsanaan

pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut akan

lebih terjamin.

Sejalan dengan terbentuknya kecamatan pembantukan berdasarkan

Peraturan Daerakh ini, desa yang menjadi Ibukota dapat diproses

sesuai ketentuan perundang-undangan untuk perubahan stahls

menjadi kelurahan. Melalui keputusan Kepala Daerah pengaturan dan
(
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penyelesaian asset daerah serta penempatan batas wilayah dilakukan

dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu

untuk kesejahteraan ralqrat Kabupaten Konawe Selatan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 1O

Cukup jelas

Pasal I 1
Ayat (l) Proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan
memperhatikan persyaratan luas wilaya-L, jumlah penduduk, potensi
dan potensi sosial budaya masyarakat serta kondisi keuangan Daerah
Kabupaten.
Ayat (21

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Camat menyampaikan pertanggungiawaban kepada Bupati
harus melalui sekretaris daerah konawe selatan agar tercipta kineq'a
perangkat daerah secara optimal
Pasa 13

Ayat (1) pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada

Camat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan
daerah dan tugas pemerintah lainnyaberdasarkan peraturan
perundang-undangan.
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Ayat (2) yang dimaksud dengan "mengkoordinasi" pada ayat l2l
bertujuan mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat
kecamatan kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Yang dikasud dengan "membina" pada ayat (2), antara lain dalam
bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa demi terwujudnya
administrasi tata pemerintahan desa yang baik.
Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal l8
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 2O

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasa|27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas (
Pasal 33
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Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Ayat (l) pengetahuan teknis yang dimaksud ayat ini adalah memiliki
latar belakang pendidikan dengan spesifrtasi ilmu pemerintal-ran atau
memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan.
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN
2Ol7 NOMOR: ol
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